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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAS I KMALAYA , 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
TasikmaIaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Sususnan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati 
TasikmaIaya Nomor Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2015 
tentang Kriteria Penilaian Tingkat Keberhasilan Kecamatan 
dan Desa daIam Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
TasikmaIaya perlu disesuaikan dengan Susunan 
Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daIam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peratu ran Bupati Tasikmalaya 
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kriteria Penilaian Tingkat 
Keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam Pen gelolaan 
Adminis trasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupa ten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang. 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
In4Qn~~i~. T~~'n~_n 2014 NQmQr 244" T~Q$~ ~mQ~~ 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diu bah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
P~ng~IQl~~ ll~g Neg~ajD~~r$ (~mQ~~ N~g~~ 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
P~ng~lql~~ K~l:lJ:~~g~ D~~r$ (Be.ri~. N~g~~. R~pl:l_Qlik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2); 

~. P~r~~l:l.r~ Da~ra.P K~bupat.e.n Ta~ikm~~y~. NqmQr 1 T$u.n 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kevvenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2015 
TENTANG KRITERIA PENILAIAN TINGKAT KEBERHASILAN 
KECAMATAN DAN DESA DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 
KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2015 
tentang Kriteria Penilaian Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam 
Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 
Nqmqr 191 4i~J:~$ ~~Q~g~ b~rik~_t: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 
~. K~G~~~p ~4.~$ K~G~a~ 4i wil~y$ K~p~p~t~n T~~ikm~~y~ .. 
4. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan. 

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutangyang selanjutnya disebut SPPTadalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
B~~_n~ P~r4~~~ 4~ P~rkq~ y~g t~~.~g k~p~4.~. WfJjiQ p~J~. 

7. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
yang selanjutnya di sebut DHKP adalah daftar yang memuat rinciannomor 
objek pajak, nama wajib pajak, alamat objek pajak,pajak terutang, 
peru bah an pajak dan tanggal pembayaran PBB per Desa. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

PasalS 

( 1) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh 
Bupati. 

(2) Penilaian penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang 
dibentuk oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

\. 
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(3) Pemberian penghargaan dapat berupa barang dan atau uang sesuai 
kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
padatanggal 15 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pad tanggal 15 Juai 2917 

LAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 29 


